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2.1 Pengelolaan Objek Wisata 
Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup.Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus 
memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu : 
1. Aksesbilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan. 
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis. 
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis. 
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode. 
 Didalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam 
pengembangan  pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara 
lain : 
a. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya. 
b. Keramah tamahan pelayanan. 
c. Penggarapan pelayanan. 
d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal. 
e. Siversifikasi dan pengendalian produk. 
f. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. 
g. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan. 
13 
 
 Berdasarkan peraturanpemerintahan nomor 67 tahun 1996, 
pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal 
yaitu : 
1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas 
pelayanan lain bagi wisatawan. 
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuik sarana dan 
prasarana yang ada. 
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagiu masyarakat dan sekitarnya untuk 
berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik 
wisata alam yang bersangkutan. 
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai 
tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang 
bersangkutan. 
5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai 
tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 
2.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata 
 Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip 
pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan ala, 
komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati 
kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. 
Menurut Dowling dan Fennel, (dalam I Gde Pitana 2003 : 2), pengelolaan 
pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 
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1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada 
kearifan lokal dan special lokal yang merefleksikan keunikan 
peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. 
2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang 
menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. 
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengatur pada khasanah 
budaya lokal. 
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan 
lingkungan lokal. 
5. Memberikan dukungan legitimasi pada pembangunan dan 
pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif 
tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas 
pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau 
ekseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 
Disamping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan 
prinsip-prinsip keseimbangan antara berbagai elemen yang saling 
berintegrasi dan mempengaruhi. Prinsip-prinsip kesimbangan yang perlu 
mendapat perhatian adalah sebagai berikut. ( Buckley dalam I Gde Pitana, 
I Kutut Surya Diarta. 2009 : 82) 
a. Pembangunan Versus Konservasi 
Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan 
mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya 
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harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan proteksi 
baik terhadap aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Keseimbangan 
antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi 
keberlanjutan pariwisata. 
b. Penawaran Versus Permintaan 
Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi 
penawaran dan permintaan. Penawaran mewakili produk pariwisata 
seperti taman alam, akomidasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana 
rekreasi, dan aktivitas budaya. Sedangkan permintaan mengacu kepada 
dasar pariwisata yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa 
jumlah yang akan berwisata, kegiatan menarik apa yang akan mereka 
lakukan dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran da permintaan 
merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata. 
Penekanan salah satu atas yang lainnya akan membawa masalah yang 
akan datang. 
c. Keuntungan Versus Biaya 
Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa 
ada keseimbangan distribusi keuntungan dan biaya. Hal ini menyangkut 
pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian fee untuk mengatasi 
dampak aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya 
sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran 
pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata 
yang mampu membiayai diri sendiri perlu disusun kebijakan finansial 
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dan fiskal yang wajar disamping juga harus memperhatikan faktor non-
ekonomi seperti biaya dan keuntungan sosial dan 
lingkungan.keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi 
salah satu penentu keberlanjutan pariwisata. 
d. Manusia Versus Lingkungan 
tentunya pengelolaan pariwisata adalah mencari keseimbangan antara 
tradisional ways dengan modern praktis. Dibeberapa kawasan wisata, 
penduduk lokal kadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode 
konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal itu 
mungkin disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah 
dimasa lalu. Cepat atau lambat kondisi itu tidak akan dapat bertahan 
mengngat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang secara alami 
akan memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan 
penghidupannya. Keberadaan pariwisata  dapat diarahkan sebagai 
wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusian dalam 
kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode 
untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan 
konservasi, pembaharuan  sumber daya alam, daur ulang dan 
sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan 
jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. 
Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan 
perubahan perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan 
lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran 
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terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan 
sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta praktik-praktik 
tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya, penekanan dan 
penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukungg kelestarian 
lingkungan perlu diakui. 
 Secara lebih detail, Liu dan western dalam (I Gde Pitana dan I 
Ketut Surya Diarta, 2009 : 84) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata 
dapat  berperan strategis untuk fungsi-fungsi berikut : 
1. Perlindungan Terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh 
degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan 
pengembangan industri pariwisata yang ekstentif dan tidak terkendali, 
serta cepatnya pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut sebagai 
konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya. 
Pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi 
ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan. 
2. Keberlanjutan Ekonomi 
Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global 
akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang 
menguras devisaa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu 
solusi masalah tersebut dengan menyediakan keuntungan ekonomi bagi 
lapisan masyarakay bawah yang umumnya berada dikawasan pedesaan 
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sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan 
sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik. 
3. Peningkatan Integritas Budaya 
Aspek ekologi dalam pariwisata menyisaratkan sebuah hubungan 
timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan 
dialogbudaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan 
integritas masing-masing.  Jika elemen integritas budaya ini hilang maka 
dapat dipastiakan sebaik apapun kawasan wisata yang bangun maka 
lambat laun akan ditinggalkan. 
4. Nilai Pendidikan dan Pembelajaran 
Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung 
pada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian semua 
pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung pariwisata. 
Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses 
penanaman modal (value) dan norma (norm) melalui proses pendidikan 
pembelajaran. 
2.1.2 Sarana dan Prasarana Pariwisata 
  Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang 
memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada 
jumlah kunjungan wisatawan. Sarana ini sangatlah penting dalam hal 
pelayanan kepada wisatawan. Sarana pariwisata yaitu : 
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a. Perusahaan perjalanan seperti travel agent, travel bureu dan Tour 
operator perusahaan perjalanan melakukan kegiatan dalam memberikan 
jasa pemesanan tiket angkutan, akomodasi, darma wisata dan lain-lain. 
b. Perusahaan transportasi, terutama transportasi angkutas wisata adalah 
salah satu mkomponen paling penting dalam kegiatan pariwisata adalah 
aksebilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari suatu tempat 
lainnya. Perpindahan itu bisa dalam jarak dekat dan bisa juga dalam jarak 
menengah atau jauh. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pada saat ini, sebagai akses dan transportasi sudah tersedia. 
c. Hotel dan Jenis Akomodasi Lainnya 
Yang termasuk jenis akomodasi antara lain hotel, motel, wisma, pondok 
wisata, villa, apartemen, caravan, perkemahan, kapal pesiar, pondok 
remaja dan lainnya. 
d. Bar, Restoran, Catering dan Usaha jasa Boga Lainnya 
Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting bagi 
wisatawan. Karna tidak jarang  wisatawaan melakukan perjalanan wisata 
mengunjungai suatu tempat karna alasan makanan dan minuman. Dalam 
kaitan ini banyak negara yang terkenal dan menariwk minat wisatawan 
karna makanann dan minuman khasnya. 
e. Daya Tarik Wisatawan 
Wisatawan berkunjung kesuatu tempat karna tertarik oleh suatu hal atau 
sesuatu menyebabkan wisatawan datang kesuatu tempat disebut daya 
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tarik atau aktraksi wisata. Suatu daya tarik wisata pada prinsipnya harus 
memenuhi tiga persyaratan berikut : 
1. Ada yang dilihat 
2. Ada yang dikerjakan 
3. Ada yang dibeli atau souvenir 
Objek daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 hal yaitu : 
1. Objek wisata alam, yaitu ; laut, pantai, gunung, danau, fauna, 
flora, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-
lainnya. 
2. Objek wisata budaya, yaitu : upacara kelahiran, tari-tari 
tradisional, musik tradisional, pakaian adat, upacara laut, cagar 
budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, adat 
istiadat dan lain-lain. 
3. Objek wisata buatan, yaitu ; sarana dan fasilitas olahraga, 
permainan, hiburan, taman rekreasi, taman tradisional, pusat 
perbelanjaan dan lain-lainnya. 
Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala 
sesuatu yang merupakan penunjang utama tersenggaranya suatu proses. 
Kemudian Andi Mappi Sammeng (2001 : 42) mengatakan prasarana 
pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan 
sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang  dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada wisatawan. 
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a. Prasarana perhubungan yang memiliki jaringan jalan raya, jembatan 
dan terminal bus, rel kereta api  dan stasiun, pelabuhan udara dan 
pelabuhan laut. 
b. Instalasi penyulingan bahan bakar minyak. 
c. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih. 
d. Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertaniann, peternakan 
dann perkebunan. 
e. Sistem perbankkan dan moneter. 
f. Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, eail dan lain-lain. 
g. Prasarana kesehatan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. 
h. Prasarana, keamanan, pendidikan dan huburan. 
2.2 Pariwisata 
Istilah pariwisata baru muncul dimasyarakat kira-kira pada abad ke 18, 
khususnya setelah Revolusi di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari 
dilaksanaknya kegiatan wisata (tour),yaitu suatu aktifitas perubahan tempat 
tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari dengan 
suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah 
atau gaji. Atau pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala 
yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanan itu tidak untuk bertempat 
tinggal menetap dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mencari 
nafkah. 
Pariwisata juga merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan 
pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, 
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pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam 
negara penerima wisatawan. 
 Menurut UU NO.09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, yang 
 dimaksud dengan kepariwisataan adalah sebagai berikut: 
1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 
yang dilakukan secara sukarela serta bersifat semantara untuk 
menikmati obyek atau daya tarik wisata. 
2. Wisatawan adalah yang melakukan kegiatan wisata 
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 
yang terkait dibidang tersebut 
4. Kepariwisataan adalah segalah sesuatu yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pariwisata. 
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelengarakan 
jasa 
Pengertian pariwisata lainnya dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan 
orang yang melakukan perjalanandan tinggal disuatu tempat diluar lingkungan 
keseharian untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan untuk 
bersantai (leisure). 
Dalam arti lainnya pariwisata merupakan sesuatu yang berhubungan 
dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-
uasaha yang terkait dengan bidang tersebut. 
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Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
penyelengaraan Kepariwisataan pasal 1 yang menjelaskan : 
1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 
tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 
untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; 
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata; 
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta 
usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut; 
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pariwisata; 
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan 
menyelengarakan jasa pariwisata, menyediakan  atau 
mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana 
pariwista, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut; 
6. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi 
sasaran wisata; 
7. Menteri adalah menteri yang bertangung jawab dibidang 
kepariwisatan. 
Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1996 
penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk: 
1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan 
meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata; 
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2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan 
antar bangsa; 
3. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan 
lapangan kerja; 
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan dan kemakmuran rakya; dan 
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional 
Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1996 
Penyelengaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan: 
1. Kemanpuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan 
kehidupan ekonomi dan sosial budaya; 
2. Nilai-nilai agama,adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat; 
3. Klestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan  
4. Kelangsungan usaha pariwisata. 
Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang- Undang No. 10 
Tahun 2009 adalah sebagai macam kegiatan wisata dan di dukung oleh 
fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan 
pemerintah daerah ( BabI,pasal I, Ayat3). 
2.3 Otonomi Daerah  
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, ( Widjaja, 2009 : 79 ). 
Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang 
25 
 
pemerintah daerah mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peratutan perundang-undangan. Dan daerah otonom selanjutnya 
disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Selanjutnya otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak 
dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan  pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai 
menicestasi dan desentralisasi. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah teretentu yang 
berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan-undangan. ( Sumaryadi I 
Nyoman, 2005 : 48 ) 
Dapat disimpulkan otonomi daerah adalah penyerahan urusan 
pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam 
sistem birokrasi pemerintah, tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas  
dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan daerah 
otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah 
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintahan 
daerah yaitu DPRD dan kepala daerah, perangkat daerah untuk bekerja, 
terampil, disiplin dan berperilaku dan/atau tidak sesuai nilai, norma, serta 
norma ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan sarana dan 
prasarana serta pembaiyaan yang terbatas didalam pelaksanaannya 
(implementasinya). Diantara implementasi yang berkembang yaitu antara 
lain tentang pelaksanaan pemerintah daerah perimbangan keuangan antara 
pusat dan daerah, kewenangan pemerintah dan provinsi organisasi 
perangkat daerah, dana perimbangan, serta cara pertanggungjawaban 
kepala daerah. 
Dengan dikeluarin Undang-Undang tentang Otonomi Daerah No 
32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diberi 
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya 
semangat otonomi daerah, pemerintah daerah pun semakin terbuka dan 
leluasa dalam mengembagkan dan memajukan yang ada tanpa harus 
mengganggu kebijakan pusat lagi melalui peraturan-peraturan daerah 
sesuai kebutuhan masyarakat daerah tersebut, namun dalam pembuatan 
kebijakan tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku lebih tinggi. 
Sumaryadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi 
daerah yang mengemukakan ada 3 hal yang lebih desentralistik yang 
sebagai berikut : 
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a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat 
pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan 
pemberian fasilitas social seperti kesehatan, pendidikan dan sanitas 
yang secara keseluruhan meningkatan kesejahteraan. 
b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan 
social yang komplek dan bervariasi. Pambangunan masyarakat dapat 
diartikan sebagai tujuan social yang lebih sulit dan sukar diukur 
seperti keadilan pemerataan, peningkatan kebudayaan kedamaian dan 
sebagainya. Disini pembangunan pada makna community self reliance 
dan family self reliance. 
c. Pembangunan social sebagai upaya terencana untuk meningkatkan 
kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derifasi 
( penyimpangann ) dan paradigma ( pedoman )  pembangunan  yang 
berpusat pada manusia/rakyat atau people cintered devolpment. 
2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sektor Pariwisata  
Dengan berkembangnya kepariwisataan Indonesia, maka potensi 
pariwisata yang terdapat di daerah-derah yang memiliki potensi pariwista 
yang baik, dapat dijadikan andalan atau penyumbang paling tinggi untuk 
peningkatan perekonoman masyarakat suatu daerah, hal ini sesuai dengan 
GBHN 1993, antara lain  
1. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata 
menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi 
termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, 
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pendapatan masyarakat daerah kecamatan dan negara serta penerima 
devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan 
potensi kepariwisataan nasional. 
2. Dalam pembagunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya 
kepribadian serta kelestaraian fungsi dan mutu lingkungan hidup. 
Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan 
melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha 
kepariwisataan yang saling menunjang dan saling menguntungkan baik 
yang berskala kecil, menengah maupun besar. Pengembangan 
pariwisata nusantara dilakukan sejalan dengan upaya memupuk rasa 
cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan dan nilai-nilai luhur 
bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan  
nasional, terutama dalam bentuk penggalakkan pariwisata remaja dan 
pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh 
pelayanan kepariwisataan. 
3. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan 
promosi dan pemasarannya, baik didalam maupun diluar negeri terus 
ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu dan efektif maka antara 
lain dengan memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan 
regional dan global guna meningkatkan hubungan antara bangsa. 
 Adapun dalam pengembangan pemerintah daerah melakukan 
promosi yaitu dengan cara melalui media massa seperti internet, majalah,  
televisi, radio, maupun surat kabar. Agar pariwisata yang ada di kecamatan 
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Kuok mempunyai kekuatan yang sinergik karena keterkaitan yang erat sekali 
dengan sektor lainnya.Dan menjadi tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya 
saing negara sumber daya yang terolah. 
2.5 Hambatan Dalam Mengembangkan Objek Wisata 
Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kampar Syamsul Bahri 
menyatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam mengembangkan objek 
wisata di kabupaten kampar ada 3 hal yakni: 
a. Aksesibilitas 
 Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana 
transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal 
wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah 
Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.  
menurut Oka A. Yoeti (1997:172) jika suatu obyek tidak di dukung 
aksesibilitas yang memadai maka obyek kepariwisataan banyak tergantung 
pada tranportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat 
mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Yang 
membuat suatu kawasan lebih banyak di kunjungi adalah sarana akses seperti 
infrastruktur jalan, obyek dekat dengan bandara dan ada transportasi untuk 
menuju DTW. 
Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kampar 
Syamsul Bahri, Bicara infrastuktur sama dengan bicara Aksesibilitas, ini yang 
menjadi kendala bagi kita dalam pembangunan jalan karena banyaknya lokasi 
objek wisata terbentur oleh aturan dan regulasi yang ada. Selain itu untuk 
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mengembangkan infrastruktur juga dihalangi oleh terbatasnya APBD dalam 
mengembangan akses jalan. Berikut tabel  SKPD di APBD kampar untuk 
dinas pariwisata: 
Tabel 2.1 SKPD di APBD Kampar Untuk Dinas Pariwisata 
Program Perurusan 
Kerangka Pendanaan SKPD 
Penanggung 
Jawab 2014 2015 2016 
Program 
pengembangan 
pemasaran 
pariwisata 
550.000.000 605.000.000 399.300.000 
Dinas 
Pariwisata 
Pmuda Dan 
Olahraga 
Program 
pengembangan 
destinasi wisata 
896.230.665 1.160.853.732 1.084.439.105 
Program 
pengembangan 
kemitraan 
689.522.350 649.574.585 714.532.044 
     Sumber: RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 
 
b. Atraksi 
 Atraksi Wisata, yaitu : sesuatu yang menarik untuk dilihat, 
dirasakan, dinikmati dan dimiliki oleh wisatawan, yang dibuat oleh manusia 
dan memerlukan persiapan terlebih dahulu sebelum diperlihatkan kepada 
wisatawan. Hambatan dalam mengenalkan pariwisata ke manca negara yakni 
persiapan terhadap baik objeknya maupun SDM, selain itu terbatasnya APBD 
juga menyebabkan tidak dapatnya melakukan persiapan.  
c. Amenitas 
 Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat 
dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa 
berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko 
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cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan 
lain-lain. Dalam hal amenitaspun terdapat hambatan untuk mengembangkan 
objek wisata mengingat terbatasnya APBD. 
2.6 Pandangan Islam Dalam Pelestarian Alam 
Dengan pengelolaan dan Pengembangan objek wisata dengan baik secara 
tidak langsung kita telah melaksanakan perintah allah SWT untuk 
melestarikan alam dan menjaga kelestariannya. 
Di dalam Al Qur’an Allah memerintakan manusia untuk peduli terhadap 
alam, dengan menjaga kelestariannya.  Lebih jelasnya dalam surah Al A’raaf 
ayat 56-58 : 
                          
                                  
                               
                             
               
Artinnya :“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 
takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik.Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa 
berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga 
apabila angin itu Telah membawa awan mendung, kami halau ke 
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suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, 
Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam 
buah-buahan.seperti Itulah kami membangkitkan orang-orang 
yang Telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 
seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya 
Hanya tumbuh merana.Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda 
kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”( QS Al 
A;raaf :56-58) 
 
Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk 
Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat Nya.Gunung-
gunung lembah-lembah, sungai-sungai, lautan.Daratan dan lain-lain semua itu 
diciptakan Allah untuk dioalah dan dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya 
oleh manusia, bukan sebainya dirusak dan dibinasakan. 
Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. 
Mareka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, 
melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan 
jahiliyah lainnya.Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali 
mereka mengangap diri mareka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di 
muka bumi, padahal justru marekalah yang berbuat kerusakan di muka 
bumi.Maka dari itu, dengan pelaksanaan pengembangan objek wisata dengan 
baik secara tidak langsung kita telah menjalankan perinta Allah untuk menjaga 
kelestarian alam dan mengelola serta memanfaatkannya untuk kepentingan 
orang banyak. 
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2.7 Kajian Terdahulu 
Imam Mazli (2012) Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Uin Suska Riau 
dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kebijakan yang dilakukan oleh 
Daerah Kabupaten Natuna menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengembangakan Pariwisata yang 
terdapat di Kabupaten Natuna. Disini dijelaskan tentang kebijakan 
pengembangan/ pembublikasian aksessibilitas dan infrastruktur, kebijakan 
pengembangan sumber daya dan kelembagaan, kebijakan promosi dan 
pemasaran, serta kebijakan pengembangan produk wisata di Kabupaten 
Natuna. 
Indra Gunawan (2013) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska 
Riau dalam skripsinya yang berjudul Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan Wisata di Kabupaten 
Pelalawan (Studi Pengembangan Wisata Bono), Menjelaskan Tentang 
Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 
mengembangkan Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Disini 
dijelaskan penyusunan rencana, dan pelaksanaan program Wisata Bono yang 
dilakukan Dinas Pariwisata belum semuahnya berjalan optimal. Karena 
program yang disusun belum bisa dilakukan semuanya karena kurangnya 
anggaran untuk wisata Bono ini, pelaksanaan kordinasi dan pengembangan 
Wisata Bono Dinas Pariwisata kurang melakukan kordinasi dengan pihak 
terkait seperti masyarakat dan pihak investor. 
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Emi Hayati (2012) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau 
dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi 
Wisatawan Berkunjung ke Candi Muara Takus Kecamatan XII Koto Kampar 
Kecamatan Kampar”, dalam penelitian ini membahas tentang apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhi motivasi wisatawan dalam berkunjung ke Candi 
Muara Takus. Disini dijelaskan faktor-faktor nya adalah Motivasi wisatawan 
yang berkunjung ke suatu destinasi wisata atau melakukan wisata yakni 
Physiological Motivation (Motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis), 
Cultural Motivation (Motivasi Budaya), Social Motivation atau Interpersonal 
Motivation (Motivasi yang bersifat Sosial), Fantasy Motivation (Motivasi 
karena Fantasi). 
Suzanne Wilson, Daniel R. Fesenmaier, Julie Fesenmaier and John C. 
van Es (2001) Jurnal, jurnal ini berjudul ‘’Faktor-faktor yang Berhasil dalam 
Pembangunan Pariwisata Pedesaan”, dalam jurnal ini membahas bagaimana 
kiat-kiat untuk membangun dan mengelola pariwisata yang ada di pedesaan 
dan dalam jurnal ini juga meneliti tentang organisasi-organisasi yang ikut 
membantu dalam mensukseskan pengelolaan pariwisata pedesaan.  
Marceilla Hidayat (2011) Politeknik Negeri Bandung jurnalnya berjudul 
“Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai 
Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)”, jurnal ini membahas kiat-kiat 
mengembangkan objek wisata Pantai Pengandara Kabupaten Ciamis, dan 
bagaimana strategi dalam mengembangkan objek wisata pantai Pangandaran 
Kabupaten Ciamis Jawa Barat. 
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Sedangkan Penelitian Penulis berjudul Peran Dinas Pariwisata Dan 
Kebudayaan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Di Kecamatan Kuok 
Kabupaten Kampar. Disini penulis mengkaji tentang bagaimana potensi dalam 
mengembangkan objek wisata yang ada di Kecamatan Kuok tersebut. Dengan 
demikian jelaslah fokus dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. 
2.8 Definisi Konsep 
Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan 
kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan 
Peran adalah fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus 
dilakukan oleh seseorang individu atau organisasi/ lembaga/badan untuk 
mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. 
Pariwisata diartikan sebagai seluruh kegiatan orang yang melakukan 
perjalanan ke dan tinggal disuatu tempat diluar lingkungan keseharian untuk 
jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan untuk bersantai 
(leisure) 
Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik 
wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan, hal yang 
dimaksud dapat berupa keindahan alam, budaya, kesenian, dan lain 
sebagainya. 
Pengembangan objek wisata adalah perkenalan nilai budaya bangsa dan 
meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan tetap memperhatikan 
terpiliharanya kubudayaan bangsa, klestarian dan mutu lingkungan hidup serta 
merupakan pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh, terpadu 
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dangan menjalin kerja sama pada sektor lain antara pengusaha ( swasta ) dan 
membuat objek wisata yang telah ada lebih baik, nyaman, lengkap, dan 
teratur. 
2.9 Konsep Operasional  
Konsep operasional menurut Walizer & wiener ialah seperangkat 
petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamatai serta bagaimana 
mengukur suatu variabel maupun konsep definisi operasional tersebut dapat 
membantu kita untuk mengklasifikasi gejala disekitar ke dalam suatu kategori 
khusus dari variabel. 
Adapun indikator-indikator yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui 
permasalahan penelitian ini menurut Andi Mapping Sammeng dalam buku 
cakrawala pariwisata (2001:261) yakni : 
1. Pengembangan, Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan 
hal yang harus diperhatikan adalah Perencanaan,  Pelaksanaan, 
dan Pengendalian. 
2. Kelembagaan, Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi 
meliputi struktur, koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan 
pendidikan serta peraturan. Pengaturan  merupakan salah  satu  
kegiatan  kepastian hukum.Dengan  adanya  kepastian  hukum  
suatu  lembaga dapat menyelenggarakan  kegiatannya  dengan  
perasaan nyaman dan  tenang. 
3. Pengaturan, Menurut Syaiful Bahri Ruray (2012 : 104) 
pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 
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pendekatan hukum lingkungan  administrative. Pendekatan  
hukum  lingkungan administrative  ini  meliputi  dua  instrument  
yaitu  instrument  perizinan untuk  melindungi  objek yang  
terdapat  dilingkungan  tersebut  dan instrument  ekonomi  berupa  
pembayaran,  permodalan,  anggaran  dan sanksi. 
 Tabel 2.2 Konsep Indikator Dan Sub Indikator Penelitian Pengelolaan 
       Objek Wisata Kecamatan Kuok 
Konsep 
 
Fokus Sub Fokus Sub Indikator 
Pengelolaan Objek 
Wisata (Andi 
Mapping 
Sammeng, 
2001:261) 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
Objek Wisata 
Dikecamatan 
Kuok Oleh 
Dinas 
Pariwisata Dan 
Kebudayaan 
Kabupaten 
Kampar 
a. Pengembangan  
 
a. Perencanaan  
b. Pelaksanaan  
c. Pengendalian/ 
Pengawasan 
 
b. Kelembagaan  
 
 
 
a. Statistik & Penelitian 
b. Perencanaan &
Pengembangan 
c. Promosi & Pemasaran 
d. Pendidikan dan 
pelatihan 
c. Pengaturan a. Aturan/ Regulasi 
b. Perizinan  
Sumber: Andi Mappi Sammeng Tahun, 2001 
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2.10  Kerangka Berfikir 
  Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upaya pengelolaan Dinas Pariwisata Dan 
Kebudayaan 
Instrumen untuk menganalisis 
pengelolaan pariwisata 
 
Faktor pengembangan 
 
 
Faktor kelembagaan 
Faktor 
pengaturan 
a. Statistik & 
Penelitian 
b. Perencanaan & 
Pengembangan 
c. Promosi & 
Pemasaran 
Pendidikan dan 
pelatihan 
a. Perencanaan  
b. Pelakssanaan 
c. Pengendalian/ 
Pengawaan 
 
 
a. Aturan/ 
Regulasi 
b. Perizinan  
 
